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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION FISHING VESSEL OPERATIONS
ELIGIBLE FROM POST RESOURCE CONTROL OF MARINE AND
FISHERIES (STUDIES OF NO. 45/ PERMEN-KP / 2014
IN INDONESIA MALAYSIA AREA SEBATIK

DISTRICT NUNUKAN)

Jamaluddin
jamaluddinrachman@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Aspects management of Marine Resources and Fisheries of Indonesia
should be maintained environmental protection aspects of his life that will
impact the sustainability in the future. Activities that are Illegal, Unreported,
and Unregulated (IUU) Fishing, could damage the environment. Prevention can
be which one is the implementation of policy by the Fishing Vessel Operations
Feasibility Technical Implementation Unit (UPT) Post Monitoring of Marine
Resources and Fisheries (PSDKP) in Indonesia-Malaysia Working Area Sebatik
Nunukan. This study aims to determine how the implementation, supporting
factors and factors that may affect the implementation of the policy. This
research is a descriptive research with qualitative research approaches. The
instrument of this study is to use literature study and field research that included
interviews, documentation and literature study. Analysis of the data used is
interactive analysis to decipher, interpret and describe data collected
systemically so that the presentation of the data is more meaningful and easily
understood through several stages: the stage of collecting raw data, phase data
reduction, phase data presentation and stage of concluding the final , The
research location in the Post Control Unit of Marine Resources and Fisheries
Sebatik-Nunukan in Sei Pancang District of North Sebatik Nunukan. The results
found that the implementation of the Policy Implementation Eligible Fishing
Vessel Operations have been running well in accordance with the SOP, but
could still be improved. There are four of factors affect the implementation in
the field, they are is communication, resources, disposition and organizational
structure. The main supporting factor consists of a factor excellent
communication that exists and the maximum is accompanied by an attitude
disposition implementor who support the policy. While the inhibiting factors
that limited human resources, the allocation of the loss, facilities and
infrastructure are inadequate, low bureaucratic structures. Implementation of
recommendations to improve operations Eligible Fishing vessels is the
improvement of human resources, budget, facilities and infrastructure as well as
increased levels of birocration structure.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN
OLEH UPT POS PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN (STUDI PERMEN KP NO. 45 TAHUN 2014
DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
WILAYAH KERJA SEBATIK
KABUPATEN NUNUKAN)

Jamaluddin
jamaluddinrachman@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Aspek pengelolaan kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Indonesia perlu dijaga aspek perlindungan lingkungan hidupnya yang akan
berdampak pada kesinambungannya di masa yang akan datang. Kegiatan yang
bersifat lllegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dapat merusak
lingkungan. Pencegahannya dapat dilakukan, salah satunya adalah Implementasi
Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Perbatasan
Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, faktor pendukung dan
faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian
kualitatif. Instrumen penelitian ini adalah dengan menggunakan studi
kepustakaan dan penelitian Lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi
dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif
dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul
secara sistemik agar penyajian data tersebut dapat lebih bermakna dan mudah
dipahami dengan melalui beberapa tahap yaitu : tahap pengumpulan data
mentah, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penyimpulan akhir.
Lokasi penelitian di UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Sebatik-Nunukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara
Kabupaten Nunukan. Hasil yang ditemui yaitu pelaksanaan Implementasi
Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan telah berjalan baik sesuai dengan SOP,
namun masih bisa ditingkatkan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi Implementasi
tersebut di lapangan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur
organisasi. Faktor pendukung utama terdiri dari faktor komunikasi yang terjalin
sangat baik dan maksimal yang diiringi dengan sikap disposisi implementor
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yang mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat yaitu
keterbatasan sumber daya manusia, alokasi dana yang kurang, sarana dan
prasarana yang belum memadai, struktur birokrasi yang rendah. Rekomendasi
untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan
adalah peningkatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta
peningkatan level struktur birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Laik Operasi Kapal Perikanan,
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

Kabupaten Nunukan merupakan daerah pemekaran dari
Kabupaten Bulungan yang terletak paling utara Pulau Kalimantan yang
wilayahnya juga berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Resmi
terbentuk pada Tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau kecil bagian dari
kabupaten nunukan yang berbatasan daratan dengan Malaysia,
wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian wilayah pulau
merupakan daerah wilayah Negara Malaysia dan sebagian masuk dalam
wilayah Indonesia. Pulau Sebatik terdiri dari 5 (lima) wilayah
administratif Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan
Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Induk,
dan Kecamatan Sebatik Utara.

Pulau Sebatik sebagai wilayah Kabupaten Nunukan, mempunyai
luas wilayah sekitar 247,47 km®. Perairan Sebatik termasuk dalam
Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP VII Laut Sulawesi dan Samudera

Pasifik. Perairan Laut Sulawesi diperkirakan mempunyai potensi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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udang sekitar 2.500 ton/tahun, sedangkan potensi ikan demersal dan
pelagis mencapai 54.860 ton/tahun. Sampai saat ini, pemanfaatan
sumberdaya udang telah mencapai batas MSY, sedangkan tingkat

peman{aatan ikan pelagis dan demersal sekitar 61%).

Di WPP VII, peluang pengembangan untuk pemanfaatan
sumberdaya ikan masih terbuka untuk ikan pelagis besar dan pelagis
kecil. Sumberdaya perikanan tangkap di Perairan Nunukan
diperkirakan cukup besar meliputi potensi ikan demersal, udang dan
ikan pelagis kecil yang tersebar di sekitar Pulau Bukat, Pulau Sebatik,

Pulau Nunukan dan Pulau Sekapal.

Potensi sumberdaya ikan berkaitan erat dengan kondisi perairan
Pulau Sebatik, ikan-ikan pelagis ekonomis yang menjadi sasaran
penangkapan yaitu ikan tongkol (Euthynnus spp), ikan tenggiri papan
(scomberomus commersonni), ikan lemuru (sardinelia longiceps), ikan
tembang (Sardinelia fimbriata), ikan parang-parang (Chirocentus
dorap), ikan alu-alu (Spyraenal spp), ikan kembung (Rastralinger spp)

dan berbagai jenis ikan pelagis lainnya.

Sedangkan untuk ikan demersal antara lain adalah ikan bawal
hitam (Pormis niger), ikan bawal putith (Pampus argenteus), ikan
manyung (Arias talasimus), ikan gerot-gerot (Pamatiasis maculatus),

udang putih, udang barong dan jenis udang lainnya.
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Nilai produksi tertinggi dari beberapa jenis ikan hasil tangkapan
di Kabupaten Nunukan adalah ikan bawal hitam, kuro, bawal putih,
arut, senangin putih, belanak dan parang. Nilai jual ikan ini dipengaruhi
oleh sistem dan rantai perdagangan di Sebatik yang sangat dekat

dengan pusat penjualan ikan di Tawau Malaysia.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia telah membentuk Pos Pengawasan
SDKP Sebatik-Nunukan. Hal int sesuat dengan peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.04/MEN/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pos Pengawasan
SDKP Sebatik-Nunukan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Pos Pengawasan SDKP
Sebatik-Nunukan turut berperan dalam mendukung terciptanya sistem
kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga tercipta
lembaga pemerintah yang berintegritas tinggi, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien. Demi terwujudnya prinsip-prinsip good governance

maka Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan harus memiliki
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kerangka kinerja yang baik dan sumber daya manusia yang profesional

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka struktur
Organisasi Pos Pengawasan SDKP Sebatik terdiri dari Kepala Pos dan

langsung membawahi Petugas Tata Usaha, Kelompok Jabatan

Fungsional.
KOORDINATOR POS
PENGAWASAN SDKP SEBATIK-
NUNUKAN
KELOMPOK JABATAN PETUGAS TATA USAHA
FUNGSIONAL
- Pengawas SDKP - Pelaksana Administrasi
: i[;;g s - Petugas Input Data
- Teknisi Mesin
Bagan 4.1

Diagram Struktur Organisasi Pos Pengawasan SDKP Sebatik
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3. Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah kegiatan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka tugas dan
fungsi Pos Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan dilandasi visi dan
misi. Visi dan misi tersebut merupakan panduan yang memberikan
pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan target strategis yang
ditetapkan, maka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

diarahkan dalam rangka mencapai visi ke depan, yaitu :

“Indonesia Bebas Illegal fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia
sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun

2019.”

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Direktorat Jenderal
Pengawasan SDKP serta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP untuk mencapai visi yang telah
ditetapkan maka dirumuskan misi antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan dalam rangka mensejahterakan

masyarakat kelautan dan perikanan;
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2. Melaksanakan penegakan hukum (law enforeement) terhadap

peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan.

4. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan, Pos Pengawasan SDKP Sebatik memiliki tugas
melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pos Pengawasan SDKP

Sebatik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang
Pengawasan SDKP;

2. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan ;

3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas
(Pokmaswas);

4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumber
daya kelautan dan perikanan;

5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan
pengawasan SDKP;

6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
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7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan
kapal pengawas;

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi, maka Pos Pengawasan SDKP

Sebatik menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari
pengrusakan dan kegiatan ilegal;

2. Mewyjudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan
perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan

dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran Pos
Pengawasan SDKP Sebatik Tahun 2014-2019 yang akan dicapai
meliputi :

1. Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP dan WPP-NRI di
lingkup Pos Pengawasan SDKP Sebatik secara terintegrasi
dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel
dan tepat waktu;

2. Meningkatnya usaha perikanan yang sesuali dengan

ketentuan;
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3. Meningkatnya WPP-NRI di lingkup Pos Pengawasan SDKP
Sebatik yang bebas kegiatan illegal dan/atau yang merusak
sumber daya ikan dan lingkungannya;

4. Terselesaikannya tindak pidana perikanan yang diselesaikan
secara akuntabel dan tepat waktu;

5. Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan SDM,
fasilitas penyiapan produk kebijakan publik, pelayanan
informasi kepada masyarakat dan dukungan kelancaran
pelaksanaan tugas secara terintegrasi dan tepat waktu dengan
administrasi yang akuntabel di lingkungan Stasiun

Pengawasan SDKP Belawan.

6. Lingkup Pelaporan Tugas

Lingkup pelaporan dibuat dari laporan evaluasi dan kinerja Pos
Pengawasan SDKP Sebatik-Nunukan tahun 2015, meliputi :
1. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya
Perikanan dengan rincian sebagai berikut :
a. Rekapitulasi data LAIK  OPERASI KAPAL
PERIKANAN dan Hasil Pemeriksaan Kapal
b. Rekapitulasi data pengawasan budidaya dan unit

pengolahan ikan
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c. Kegiatan yang mendukung operasional pengawasan
sumber daya perikanan
2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya

Kelautan

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari Pembahasan sebelumnya tentang Peraturan
Menteri Kelauatan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2014 yang menyangkut
tentang Laik Operasi Kapal Perikanan yang merupakan instrumen
pencatatan hasil dan pengendali aktivitas kegiatan perikanan yang sangat
berguna dalam pengawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan
dan perikanan. Maka pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil
temuan dari lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Laik Operasi
Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan di Perbatasan Indonesai-Malaysia Wilayah Kerja Kabupaten
Nunukan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 45 tahun 2014.

Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka dilakukan penelusuran
terhadap bagaimana Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Untuk
memperoleh data, maka dilakukan permintaan pengisian questioner dan
dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa orang sebagai informan

utama dan pendukung, sebagai berikut :
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1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Nama Kapal
Pangkalan

Pangkalan Muat/Singgah :

Nomor SIPI

Status Informan

2. Nama
Pekerjaan
Alamat
Nama Kapal
Pangkalan

Pangkalan Muat Singgah :

Nomor SIKPI

Status Informan

3. Nama
Pekerjaan/Jabatan
Alamat
Pangkat/Gol.Ruang

Status Informan

4. Nama
Pekerjaan/Jabatan
Alamat
Pangkat/Gol.Ruang

Status Informan
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H. Wahidin

Nelayan

Juata Laut, Tarakan

KMN Hendra Hidayat
Tarakan

Sebatik
523.3DKP-I11/029/SIP1/2015
Stake Holder (Key Informan)

Abdul Rahim

Pengusaha Pengangkut lkan
Sei1 Nyamuk, Sebatik

KMN Salwa 1

Sebatik

Nunukan, Tarakan
523.3DKP-111/064/SIKP1/2015
Stake Holder (Key Informan)

Robi Junanto, S.St.Pi

Koordinator Pos PSDKP Sebatik

Sei Pancang, Sebatik
Penata Muda Tk I/ 111 B

Implementor (Utama)

Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi
Staf Pos PSDKP Sebatik
Sei Pancang, Sebatik
Penata Muda Tk I/ 11l B

Implementor (pendamping)
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5. Nama :  Bernadus Payong, S.St.Pi
Pekerjaan/Jabatan :  Syahbandar
Alamat :  Sei Pancang, Sebatik
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk I/ III B
Status Informan :  Petugas Instansi terkait

Pembahasan memaparkan hasil penelitian berdasarkan deskripsi
mengenai Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh
UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi
Permen KP Nomor 45 Tahun 2014 di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan). Pembahasan hasil penelitian ini
dikembangkan dan dihubungkan dengan pokdk-pokok yang diungkapkan

dalam latar belakang dan masalah dengan landasan teori yang relevan.

Untuk mendapatkan gambaran permasalahan ini diajukan
pertanyaan kepada para informan yang kemudian dianalisa kondisi sesuai
dengan faktor yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yang
mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori George C.
Edward 1II, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur

Birokrasi.

Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana
(disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kinerja baik secara parsial (terpisah sendiri-sendiri) maupun secara

simultan.
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1. Komunikasi

Komunikasi yang dijalin oleh para implementor maupun petugas
terkait telah dilakukan. Keberhasilan Komunikasi amat menentukan
implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang
harus dilakukannya berkaitan dengan komunikasi dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus
diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari
kelompok sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut telah
beberapa kali dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang

dimaksud.

Sosialisasi dalam hal ini dilakukan melalui berbagai cara,
diantaranya melalui komunikasi langsung secara verbal di lapangan,
sosialisasi ataupun pertemuan-pertemuan resmi di Kantor Camat
maupun Kantor Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) Sebatik. Komunikasi

tidak langsung dilakukan melalui leaflet maupun surat edaran.

Hal ini dijelaskan oleh H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab
pertanyaan untuk masalah komunikasi sebagai berikut : “Pernakah ada
sosialisasi, himbauan, edaran tentang kewajiban dan teknis penerapan
Laik Operasi Kapal Perikanan ?” Melalui pertanyaan tersebut didapat

jawaban berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli
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2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
menyatakan :
“Pernah, setiap kapal singgah untuk pengambilan/pengurusan
Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dijelaskan secara langsung
apabila ada kekurangan persyaratan Kapal kami, juga sering
diundang ke pertemuan-pertemuan resmi di kantor Camat
maupun sosialisasi di PPI Sebatik, namun hanya sekali-kali
dapat dihadiri”.
Sedangkan wawancara pada Hari Jumat Tanggal 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang menurut Robi

Junanto, S.St.Pi (Koordinator Pos PSDKP) menyatakan :

“Sering dilaksanakan Sosialisasi dan diadakan lagi bila
dipandang perlu, soalnya setiap pengurusan Laik Operasi Kapal
Perikanan, Kami pihak pengawas selalu menjelaskan ulang
persyaratan administrasi dan teknis bila dokumen yang mereka
bawa kurang lengkap”.

Hal ini didukung dengan dengan jawaban yang serupa pada
wawancara Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 2016 Pukul 16.00
Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang
bersama Bernadus Payong, S.St.Pi sebagai Syahbandar Perikanan

menyatakan :

“Pernah dilakukan di Sebatik tepatnya di Kantor Kecamatan
Sebatik dan Ruang Pertemuan PPl Sebatik”.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan dilihat dari hasil wawancara tersebut telah dilaksanakan

beberapa kali, namun komunikasi yang baik adalah komunikasi yang
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tepat sasaran dan menjangkaw/mencapai tujuan materi komunikasi pada

objek sasaran dalam pemahaman materi tersebut.

Untuk mengetahui keberhasilan pemahaman dari tujuan
komunikasi tersebut pada para pelaku usaha (stake holders), maka
diajukan pertanyaan sebagai berikut : “Sejauh mana pemahaman
anda/stake holder dari kegiatan sosialisasi maupun penjelasan di

lapangan dalam kemudahan mengurus Laik Operasi Kapal Perikanan”.

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut
didapat jawaban berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat,

Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa

Sei Pancang menyatakan :

“Biasanya kami belum begitu paham terhadap materi sosialisasi,
namun kami sering meminta penjelasan langsung, dan dibimbing
bagaimana caranya agar bisa mendapat dokumen tersebut”

Sedangkan menurut wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22
April 2016, Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang,
Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi sebagai Staf Lapangan Pos PSDKP

menyatakan bahwa :

“Pemahaman yang diberikan ialah bahwa laik operasi bagi kapal
penangkap dan pengangkut ikan wajib dimiliki atau wajib ada di
atas kapal, prosedurnya dapat ditanyakan langsung pada
pengawas atau langsung ke Pos PSDKP Sebatik”.
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Komunikasi dapat intens dilakukan antara Implementor dan
stake holder apabila masing-masing pihak menyadari pentingnya
Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan tersebut. Untuk
menggali informasi ini, pertanyaan selanjutnya mengenai komunikasi
yaitu “Apakah saudara memahami konsekuensi Kapal Perikanan yang

tidak dilengkapi dengan Laik Operasi Kapal Perikanan 7

Melalui pertanyaan tersebut berdasarkan hasil wawancara pada
Hari Kamis, Tanggal 21 April 2016 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos
PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang didapat jawaban dari Bapak Robi

Junanto, S.St.Pi sebagai Koordinator Pos PSDKP Sebatik, menyatakan :
“Iya. Karena kapal wajib memiliki Kelaikan Operasi Kapal
Perikanan diteruskan SPB dari kesyahbandaran sesuai dengan
Permenhub 86 Tahun 2015. Perbuatan mengabaikan dokumen

tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administratif dan
dapat ditingkatkan ke tingkat pelanggaran pidanan”.

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut
didapat jawaban berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat,

Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa

Sei Pancang menyatakan :

“Sangat paham dan diperlukan, karena tanpa kelengkapan itu,
tidak dapat beroperasi mencari nafkah, bila tertangkap dapat
dipersulit, bahkan terancam penjara dan kerugian besar bila
tertangkap karena kapal beserta isinya disita oleh negara”
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Menurut wawancara pada hari Jumat, Tanggal 22 April 2016,
Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei
Pancang, Bernadus Payong, S.St.Pi sebagai Syahbandar Perikanan

menyatakan :

“Paham tidak terbitnya Kelaikan Operasi Kapal Perikanan
dikarenakan dokumen yang di atas kapal tidak lengkap, hal ini
bisa berakibat pelanggaran pidana perikanan”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai “Apakah nelayan dan
pengangkut ikan juga memahami kegunaan bagi pemerintah dalam

ketertiban memperoleh dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan ?”

H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut
pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos

PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Sangat paham dan diperlukan, karena tanpa kelengkapan itu,
tidak ada data kami di pemerintah dan menyulitkan mendapat
rekomendasi pengurusan izin perikanan lainnya. Perizinan
sebelumnya adalah syarat untuk Laik Operasi Kapal Perikanan”

Jawaban yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara pada Hari
Kamis, Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik
Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Kepala Pos

PSDKP yang menyatakan :

“Iya. Karena demi ketertiban perijinan dan pendataan produksi
perikanan diwajibkan kapal perikanan secara laik operasional”.
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Sementara wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Ignasius Ile

Bungan, S.St.Pi sebagai Staf Lapangan Pos PSDKP menyatakan :

“Sangat paham karena Kelaikan Operasi Kapal Perikanan
merupakan salah satu syarat untuk mengambil SPB”.

Mengacu pada pertanyaan selanjutnya “Apa komunikasi dengan
nelayan dan pengangkut ikan terjalin baik mengenai implementasi,
kendala dan tantangannya ?”. Melalui wawancara pada Hari Kamis,
Tanggal 21 April 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa
Sei Pancang didapat jawaban dari Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Kepala

Pos PSDKP yang menyatakan :

“Sangat baik, karena prosedur, persyaratan dan konsekuensi
hukum sesuai dengan Permen KP No.45 Tahun 2014”.

Selanjutnya wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Ignasius Ile

Bungan, S.St.Pi sebagai Staf Lapangan Pos PSDKP menyatakan bahwa

“Komunikasi sangat baik terhadap nelayan dan pengangkut
ikan”.

Sementara hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22

April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan lkan (PPI)
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Sebatik Desa Sei Pancang oleh Bernadus Payong, S.St.Pi sebagai

Syahbandar Perikanan menyatakan bahwa :

“Nelayan dan kapal pengangkut ikan sangat berkaitan dan
terjalin erat di Sebatik karena saling membutuhkan satu sama
lain”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas didapatkan gambaran
bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik, intens dan tepat sasaran
dan masing-masing pihak saling memahami peranan masing-masing.

Baik implementor maupun stake holder.

Pertanyaan selanjutnya ada kaitannya dengan Laik Operasi
Kapal Perikanan mengenai “Apakah setiap ada ketidakberhasilan
pengambilan Laik Operasi Kapal Perikanan selalu dikomunikasikan
penyebab dan kendala di lapangan kepada Pos PSDKP Sebatik ?
Seperti apa bentuk komunikasinya ?” melalui wawancara pada Hari
Kamis, Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik
Desa Sei Pancang Menurut Robi Junanto, S.St.Pi dalam jawabannya

menyatakan :

“lya. Dokumen yang tidak lengkap maka nakhoda diperintahkan
melengkapi persyaratan perijinan kapal perikanan sesuai
perundang-undang yang berlaku, bahkan bisa difasilitasi ke
Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai solusi kendala dalam
mengurus perizinan yang diperlukan”.
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H. Wahidin (Nelayan) dalam menjawab pertanyaan tersebut
pada Hari Jumat, Tanggal 22 Juli 2016, Pukul 09.00 Wita di Pos

PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menyatakan :

“Biasanya Kami dibantu dalam memahami dan mengurus jenis-
Jenis perizinan perikanan yang diperlukan, yang penting rajin
menghubungi dan minta bantuan apabila ada kendala di Dinas
atau hal yang tidak dipahami”

Komunikasi yang dilakukan oleh para implementor berdasarkan
penjelasan dari beberapa wawancara di atas, bukan hanya komunikasi
verbal namun sampai pada tahap pendampingan pengurusan perizinan

perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan
kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan
mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan
publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses
komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi
kebijakan. Komunikasi amat memegang peranan penting dalam
keberhasilan Implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan paham
atau tidaknya para pelaku usaha melalui penyampaian para
implementer. Dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan pada Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Wilayah Sebatik, faktor komunikasi telah berjalan dengan baik dan

efektif serta berjalan dua arah.
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Hal ini tergambar dari kondisi di lapangan berdasarkan informasi
dari berbagai pihak baik pelaku usaha (Stake holder) maupun para
pelaksana (implementers). Kedua belah pihak masing-masing
memahami peranannya dan mengerti tugas dan tanggung jawab para
pihak sehubungan dengan kebijakan tersebut, mengerti konsekuensi
hukumnya.

Komunikasi yang telah berhasil dibangun tersebut amat
membantu dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan di lapangan, hal ini sesuai pernyataan George C.Edward 111
dalam Suharno (2010 : 188) yang menjelaskan faktor komunikasi
sebagai berikut :

“Untuk  menjamin keberhasilan implementasi kebijakan,

pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu,
kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan
mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini
penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok
sasaran. Dengan demikian, untuk kepentingan tersebut perlu
dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang
dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui

berbagai cara, diantaranya melalui media cetak ataupun media
elektronik”

Berdasarkan hasil wawancara juga terlihat bahwa tujuan dan
ukuran dari Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di
lapangan telah pula dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat secara

langsung. Di lapangan, mekanisme sering kali dijelaskan secara detil
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oleh petugas pos tentang tata cara memperoleh dokumen Kelaikan

Operasi Kapal Perikanan baik syarat teknis maupun administrasinya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Winarno (2014 : 161) sebagai
berikut :

“Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan
tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung
jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting
untuk memberi perhatian besar kepada kejelasan ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya
dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari
ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan
berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga
para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari
ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan
antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang
kompleks dan sulit.

Kondisi komunikasi yang telah dijalankan di lapangan mengenai
Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan amat
mendukung dalam keberhasilan penerapan kebijakan tersebut di tingkat
dasar. Bantuan tambahan dalam pendampingan untuk pengurusan
dokumen perizinan ke Dinas Kelautan dan Perikanan yang diperiukan

dalam persyaratan administrasi kapal amatlah membantu.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai
suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan

teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau
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pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang
merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke
dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan

kemampuan transformasi dari organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Kinerja merupakan penampilan hasil karya sesorang dalam
bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja
dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok Kkerja
pegawai. Tiga hal penting dalam kinerja adalah tujuan, ukan dan
penilaian. Penentun tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi

untuk meningkatkan kinerja.

Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi
bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi
dari setiap personel. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab
itu diperlukan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai
kinerja yang diharapkan. Untuk itu penilaian kuantitatif dan
kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personel

memegang peranan yang penting.

Membahas masalah mengenai Sumber Daya Manusia yang
dimiliki dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal

Perikanan UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
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Perikanan (Studi Permen KP Nomor 45 Tahun 2014 di Perbatasan
Indoesia-Malaysia Wilayah Kerja Kabupaten Nunukan). Maka di
ajukan pertanyaan mengenai “SDM dalam melaksanakan tugas
apakah telah mencukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas ?”,
melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul
09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi

Junanto, S.St.Pi menyatakan bahwa :

“Masih  kekurangan SDM, baik kualitas maupun
kuantitasnya. = SDM merupakan faktor penentu dalam
kualitas pelayanan”.

Selanjutnya wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April
2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang Ignasius

Ile Bungan, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Untuk SDM belum cukup secara kuantitas, demikian juga
kualitas SDM masih perlu ditambah secara pengetahuan dan
pelatihannya”.

Selanjutnya respon hasil wawancara mengenai pertanyaan
“Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, perlukah
dilakukan dan apakah berpengaruh  signifikan terhadap
implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ? Tolong jelaskan
untuk setiap peningkatan kuantitas dan kualitas SDM apakah
hubungannya secara langsung dengan implementasi Laik Operasi

Kapal Perikanan 7.
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Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016
Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut

Robi Junanto, S.St.Pi menyatakan bahwa :

“Perlunya penambahan personil dan pelatihan teknis tentang
aturan perikanan yang berlaku dan studi banding pelayanan,
karena sangat signifikan mempengaruhi Kkontinuitas
pelayanan dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan. Kualitas
SDM yang diperlukan adalah Pengawas yang berstatus
Penyidik dan Polisi Khusus (Polsus) Perikanan, Kualifikasi
Polsus selama ini baru satu orang, yaitu saya sendiri dan
Penyidik Perikanan belum ada. Kuantitas pun masih jauh
dari kata cukup, karena petugas pelayanan dokumen masih
merangkap tugas jaga maupun motoris”.

Sedangkan wawancara pada Hari Jumat Tanggal, 22 April
2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang sebatik

menurut Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Perlu, contohnya dilakukan pelatihan pemasangan VMS
(Vessel Monitoring System) karena ini salah satu syarat untuk
menerbitkan Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Hasil beberapa pertanyaan wawancara tersebut sudah
menggambarkan bahwa Pos PSDKP Sebatik masih belum memadai
Sumber Daya Manusianya, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Jumlah SDM masih kurang bila dibandingkan volume kegiatan,
sehingga staf Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) Wilayah Sebatik terkadang merangkap dalam
penugasan, misalnya tenaga administrasi merangkap petugas jaga

malam atau motoris.
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Kondisi demikian memiliki pengaruhi terhadap kinerja dan
kapasitas pelayanan cek fisik kapal dan dokumen Laik Operasi
Kapal Perikanan yang dibutuhkan para nelayan maupun para

pengusaha pengangkut ikan.

Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kualitas
pendidikan dan pelatihan juga masih amat jauh dari kebutuhan
untuk jenis kegiatan yang dimaksud. Kebutuhan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Polisi Khusus (Polsus)
Perikanan serta teknisi mesin yang khusus menangani operasional

speed boat juga belum dimiliki.

Kekurangan hal ini senada dengan pendapat Van Meter dan
Van Hom dalam Winarno (2014 : 166) yang mengetengahkan

sebagai berikut :

“Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap
organisasi dalam mengimplementasi kebijakan, salah satunya
kompetensi dan ukuran staf suatu badan”.

Senada dengan di atas George C. Edward III sebagaimana

disebutkan dalam Suharno (2010 : 188) menjelaskan bahwa :

“Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan
dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi
implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan
agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar
angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata”.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42861 pdf

Kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas
maupun kuantitas amat perlu diperhatikan untuk lebih
meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan oleh Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan di Wilayah Sebatik dapat berjalan lebih efektif dan efisien
serta mencapai tujuan dalam tertib perizinan, pengelolaan perikanan
untuk lebih menekan tingginya angka (Illegal, Unreported and
Unregulation) 1UU fishing di wilayah Sebatik Kabupaten Nunukan

yang terletak di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

b. Anggaran Operasional

Kajian berikut ini di uraikan untuk memperoleh hasil
pemikiran yang ada di lapangan oleh sebab itu perlu adanya
pertanyaan mengenai “Anggaran operasional apakah mencukupi,
bila belum mengcukupi untuk meningkatkan Implementasi Laik
Operasi Kapal Perikanan, tolong dijelaskan hubungannya secara
langsung ?”. Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April
2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
menurut Robi Junanto, S.St.Pi sebagai Kepala Pos PSDKP

menyatakan bahwa :

“Belum, BBM yang tidak ada dan fasilitas Speed Boat yang
sangat tidak memadai”.
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Selanjutnya wawancara dengan Ignasius Ile Bungan, S, St. Pi
pada Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos
PSDKP Desa Sei Pancang Sebatik menyatakan bahwa :

“Berkaitan dengan anggaran operasional sangat terbatas

sehingga dalam menerapkan Laik Operasi Kapal Perikanan

masih mengalami kendala terutama Bahan Bakar Minyak
untuk operasional Speed Boat untuk menggiring Kapal

Perikanan yang lewat agar singgah mengurus Laik Operasi
Kapal Perikanan”.

Sedangkan wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22
April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Sebatik Desa Sei Pancang dengan Bernadus Payong, S.St.Pi

menambahkan dengan menyatakan bahwa :

“Belum mencukupi, keterbatasan anggaran tidak dapat
dilakukan operasi/razia di laut”.

Hasil wawancara berikut ini dengan pertanyaan mengenai
“Apakah sudah sebanding gaji, tunjangan dan honorarium dengan
resiko petugas dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal
Perikanan?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April
2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
menurut Robi Junanto, S.StPi Selaku Kepala Pos PSDKP

menyatakan bahwa :

“Belum, karena resiko pekerjaan berkaitan nyawa”.
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Jawaban serupa di ungkapkan oleh Ignasius Ile Bungan,
S.St.Pi saat wawancara pada Hari Jumat Tanggal 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang mengatakan
bahwa :

“Belum karena resiko pekerjaan sangat beresiko dalam
keselamatan pengawas perikanan”.

Menurut Bernadus Payong, S.St.Pi, saat wawancara pada
Hari yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di
Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang juga
melengkapi jawaban sebelumnya yaitu mengatakan bahwa :

“Belum sebanding dengan tugas yang diberikan berkaitan
dengan hak saat melakukan tugas di lapangan”.

Berdasarkan uraian jawaban pertanyaan di atas dapat
diketahui bahwa anggaran operasional masih sangat kurang dan
honorarium tidak sebanding dengan resiko yang dijalani dan untuk
dapat melaksanakan kegiatan dengan hasil yang lebih maksimal.
Keterbatasan anggaran operasional yang dimaksud terutama dalam
anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional speed boat
yang digunakan untuk menjaga dan memantau aktivitas nelayan dan
pengangkut ikan di perairan laut, apakah telah memiliki dokumen
lengkap atau tidak, serta apakah memiliki kelaikan operasi kapal

perikanan, bila tidak kapal akan digiring oleh speed boat petugas ke
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pelabuhan terdekat untuk dapat melengkapi terlebih dahulu

dokumen yang wajib dimiliki.

Kegiatan ini terbatas dilaksanakan dikarenakan keterbatasan
anggaran BBM, padahal amat menentukan dalam meningkatkan
ketaatan kapal perikanan untuk mengurus dokumen Laik Operasi
Kapal Perikanan yang dimaksud.  Kondisi demikian amat
mempengaruhi  kapasitas Pos PSDKP dalam Implementasi
Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di lapangan. Hal ini sesuai
dengan penjelasan Van Meter dan Van Horn sebagaimana

disebutkan dalam Winarno (2014 : 173-174) sebagai berikut :

“Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari
kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang
diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh
faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu
banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan
sumber-sumber keuangan”.

Kondisi yang kurang maksimal demikian dapat terjadi, juga
dijelaskan dalam Winarno (2014 : 184) yang mengemukakan

pendapat bahwa :

“Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara
cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana
kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi
inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-
sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam
melaksanakan kebijakan publik”.
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¢. Sarana dan Prasarana

Untuk menggali lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang
mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi
Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di Perbatasan Indonesia-
Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan, maka di
ajukan dalam sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hasil

pemikiran responden di lapangan.

Pertanyaan dalam masalah ini yaitu “Sarana dan prasarana
yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah telah dapat
memperlancar Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan ?
Jelaskan hubungannya secara langsung dalam Implementasi Laik

Operasi Kapal Perikanan ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis, tanggal 21 April 2016
Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang,
menurut  Robi Junanto, S.St.Pi selaku Koordinator Pos PSDKP

mengatakan bahwa :

“Tidak memadai, dalam implementasi kebijakan laik operasi
kapal perikanan sangat diperlukan sarana speed boat yang
memadai dari segi ukuran dan kecepatan, karena hal ini
sangat menentukan dalam menjangkau para pelaku usaha
perikanan yang berada di laut untuk dapat digiring singgah di
Pos, senjata juga amat diperlukan sebagai sarana
pengamanan bagi petugas. Prasarana yang juga belum
memadai, karena Pelabuhan Sandar untuk tempat cek fisik
kapal hanya dapat dilakukan bila air sedang pasang, bila
surut kapal tidak dapat sandar”.
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Sementara pada wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April
2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang terhadap

Bapak Abdul Rahim (Pengangkut Tkan) mengatakan :

“Masih sangat terbatas dalam segi sarana dan prasarana,
speed boat mereka amat kecil dan membahayakan petugas,
untuk merapat/sandar ke kapal kami amat sulit bila cuaca di
laut sedikit bergelombang. Jembatan Pos PSDKP dan PPI
Sebatik hanya bisa disinggahi jika air laut pasang besar.
Untuk keperluan sandar dalam melaporkan aktifitas kami
biasanya menunggu berjam-jam, sangat menyita waktu
kami”.

Melengkapi jawaban sebelumnya, Wawancara pada Hari
yang sama Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang, di ungkapkan oleh

saudara Bernadus Payong, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Belum memadai sarana di laut dan darat yang ada saat ini”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April
2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Desa Sei Pancang dari
Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi mengatakan bahwa :

“Prasarana yang ada belum cukup memadai, sangat perlu
ditingkatkan”.

Pertanyaan selanjutnya mengenai keselamatan petugas maka
timbul pertanyaan yaitu “Memadaikah prasarana tersebut bila

dihubungkan dengan keselamatan petugas pengawas perikanan ?
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Jelaskan hubungannya secara langsung dalam implementasi Laik

Operasi Kapal Perikanan ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016
Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut
Robi Junanto, S.St.Pi selaku Koordinator Pos PSDKP mengatakan

bahwa :

“Iya.....sangat berhubungan dengan keselamatan personil
dalam melakukan pengawasan untuk mengecek kelengkapan
kapal-kapal perikanan”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April
2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
menurut Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos

SDKP mengatakan bahwa :

“Masih  kurang memadai bila dihubungkan dengan
keselamatan petugas”.

Pertanyaan penutup dibagian ini adalah “Perlukah
perlengkapan keamanan untuk keselamatan petugas di lapangan ?

Apakah sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas ?”.

Melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016
Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut
Robi Junanto, S.St.Pi selaku Koodinator Pos PSDKP mengatakan

bahwa :
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“Perlu...... dalam melakukan giat patrol dibutuhkan senjata
demi keselamatan”.

Senada hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang dengan
jawaban sebelumnya hal ini diungkapkan juga oleh Ignasius Ile

Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP mengatakan :
“Sangat perlu demi keselamatan petugas”.

Selanjutnya melalui wawancara pada Hari yang sama
Tanggal 22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan
Ikan (PPI) Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong,
S.St.Pi selaku syabandar perikanan Bernadus Payong, S.St.Pi selaku

syabandar perikanan menyarankan bahwa :

“Perlu, demi keselamatan petugas di lapangan, dilengkapi
dengan senjata, dan alat keamanan lainnya”

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pos PSDKP Sebatik
berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan dari beberapa
informan didapatkan kondisi yang kurang mendukung dalam
meningkatkan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan. Kesimpulan dari beberapa jawaban pertanyaan
mengenai sarana dan prasarana tersebut cenderung seragam dari

semua informan yang dimintai keterangan.
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Kekurangan sarana terutama dari fasilitas Speed Boat yang
kecil sehingga jangkauan dan kecepatannya terbatas, demikian juga
jaminan keamanan di laut tidak ada karena belum dilengkapi senjata

untuk pengamanan.

Kekurangan prasarana amat terlihat dalam pelayanan karena
kurang efisien waktu, Pos PSDKP hanya bisa melayani nelayan dan
pengangkut ikan dalam proses Kelaikan Operasi Kapal Perikanan
pada saat kondisi pasang besar. Dermaga dan jembatan amat perlu
diperbaiki dan ditambah panjangnya agar dapat disandari kapal

selama 24 jam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan sebelumnya
bahwa kondisi di lapangan amat terbatas dalam ketersediaan sarana
dan prasarana yang memadai pada Pos Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan amat mempengaruhi dalam melaksanakan
Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan di Wilayah

Sebatik Kabupaten Nunukan.

Kondisi sarana speed boat yang kecil amat membatasi
kemampuan jangkauan pengawasan Implementasi yang dimaksud
dan juga membahayakan keselamatan petugas di laut. Kapal-kapal
perikanan yang diperiksa seringkali lebih kuat dan kokoh
konstruksinya, kondisi ini amat rawan dalam menjaga ketaatan para

pelaku usaha di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya
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jaminan keselamatan kerja yang diakibatkan tidak adanya senjata
untuk wahana bela diri terhadap keamanan petugas pengawas di

laut.

Kondisi tersebut dijelaskan dalam Winarno (2014 : 186)
bahwa :

“Faktor lain adalah kesulitan dalam merekrut dan

mempertahankan administrator-administrator yang kompeten

karena pada umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja
mereka yang rendah”.

Prasarana Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) Sebatik berupa Jembatan dan Dermaga sandar
kurang memadai, karena hanya dapat digunakan bila kondisi air laut
sedang pasang tinggi yang hanya memiliki waktu operasional
sekitar 4 (empat) jam/hari. Kondisi ini tentunya amat berpengaruh

terhadap waktu kerja yang terbatas.

Secara umum keterbatasan fasilitas berupa sarana dan

prasarana telah dijelaskan oleh Winarno (2014 : 191) bahwa :

“Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting
dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin
mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa
yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang
untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai
kantor untuk melaksanakan koordinasi, tanpa perlengkapan,
tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi
yang direncanakan tidak akan berhasil. Dengan demikian,
fasilitas sangat penting diperlukan untuk implementasi
kebijakan yang efektif”.
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3. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi adalah salah-satu
faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi
kebijakan yang efektif. Jika implementor(pelaksana) mempunyai
kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap
implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.
Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau
menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan

maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam dimana para
pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya bertindak tanpa pengawasan
(diskresi) dengan cara yang halus dapat pula menghambat implementasi
kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan

penghambatan lainnya.

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan di
lapangan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat

yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.
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Untuk mengetahui kaitannya disposisi dalam implementasi
kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan maka perlu di uraikan dalam
bentuk pertanyaan ini “Seringkah membangun komitmen dengan para
nelayan dan pengangkut ikan bila mendapat permasalahan di lapangan
?”, hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul
09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi

Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Sering, melalui pertemuan-pertemuan dengan asosiasi nelayan,
melalui pembuatan surat pernyataan bila belum berhasil
mengurus dokumen dan menfasilitasi pengurusan perijinan
(dokumen tidak lengkap)”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut
Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP

mengatakan bahwa :

“Sering demi mengimplementasikan Laik Operasi Kapal
Perikanan di lapangan terkadang mengunjungi alamat yang
bersangkutan dan menanyakan kendala mereka, pada intinya
mereka menyenangi komitmen kami untuk membantu supaya
tertib hukum”.

Selanjutnya untuk memperdalam kajian ini maka diungkapkan
dalam sebuah pertanyaan “Untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan
Laik Operasi Kapal Perikanan, tehnik apakah yang ditempuh ?7,

menurut hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016
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Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Robi

Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Ramah dan komunikasi yang baik”.

Sementara hasil wawancara Hari Jumat Tanggal, 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut
Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP

mengatakan bahwa :

“Melakukan tanya jawab dengan nelayan tentang penerbitan

Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Sedangkan melalui wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22
April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku

syabandar perikanan menyatakan bahwa :

“Tehnik pendekatan secara langsung atau sosialisasi dengan

memberikan selebaran surat tentang persyaratan penerbitan Laik

Operasi Kapal Perikanan”

Hasil wawancara mengenai pertanyaan “Dalam implementasi
Laik Operasi Kapal Perikanan, perlukah ketegasan ? atau kebijakan

yang menyesuaikan kondisi stake holder ?”, menurut hasil wawancara

pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos
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PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala

Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Perlu sebagai syok terapi demi mewujudkan perijinan yang baik

dan produksi yang terdata, namun kami biasanya membangun

komitmen untuk jangka waktu yang dapat diberikan untuk
melengkapi dokumen perijinan yang diperlukan”.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai “Implementasi Laik
Operasi Kapal Perikanan, apakah konsistensi persyaratan teknis dan
administrasi tidak boleh dikurangi ?”, menurut hasil wawancara pada
Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP
Sebatik Desa Sei Pancang Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos

PSDKP mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya tidak bisa, karena yang mengatur penerbitan
Laik Operasi Kapal Perikanan sesuai dengan Permen KP No.45
Tahun 2014, untuk mengatasi hal tersebut biasanya kami
membimbing langsung, mengarahkan dan menfasilitasi ke Dinas
pengurusan kelengkapan administrasi perikanan, setelah lengkap
baru dapat diberi dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan”.

Selanjutnya melalui wawancara pada Hari yang sama Tanggal,
22 April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Sebatik Desa Sei Pancang Bernadus Payong, S.St.Pi selaku syabandar
perikanan dengan pemikiran yang sama menyatakan bahwa :

“Tidak boleh dikurangi, karena persyaratan sudah mutlak sesuai
dengan aturan yang berlaku”.
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Pada pertanyaan selanjutnya “Pernakah ada laporan yang
bernuansa bahwa pengawas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
selera pribadi ?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21
April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang

Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Iya, karena ada segelintir pihak tidak bertanggung jawab yang

tidak suka dengan tertib aturan yang berlaku, karena

menginginkan situasi yang dapat menguntungkan secara
pribadi”.

Setelah memperhatikan beberapa jawaban dari beberapa
pertanyaan tentang disposisi para implementor, terlihat adanya
komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas. Para implementor
dalam satu sisi bersikap tegas namun di sisi lain berusaha bijaksana
menghadapi situasi yang tidak ideal. Tetap berpegang terhadap aturan,
namun membantu masyarakat dalam mengurus persyaratan dan
administrasi perizinan yang bukan merupakan tugas pokok dan
fungsinya. Menyadari bahwa masyarakat yang kurang pendidikan

perlu dibimbing dan dibantu dalam kegiatannya agar sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan.

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, sepertt : komitmen,
kejujuran, sifat demokratis. Disposisi yang dimiliki oleh implementor

menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan.
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Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijjakan dengan baik sebagaimana yang
diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum,
bagaimana sebuah kebijakan yang bagus kadangkala harus kandas di
tengah jalan, ataupun salah sasaran karena perilaku dari implementor
kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran
dari implementor kebijakan sangat diperlukan (George C. Edward III

dalam Suharno, 2010 : 1189).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dan digabungkan
dengan hasil wawancara yang dipaparkan pada bagian sebelumnya.
Disposisi pada implementasi kebijakan ini didapatkan analisis
gambaran perilaku para implementor yang bersifat positif atau sikap
yang sangat mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Laik
Operasi Kapal Perikanan di Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Sebatik.

Keleluasaan bertindak di lapangan diiringi dengan sikap positif
yang mendukung kebijakan tersebut akan menghasilkan pola tindakan
yang inovatif dan tidak terikat pada panduan yang kaku, namun tetap
berpegang pada panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai

Permen KP No.45 Tahun 2014.

Kondisi ini terlihat dengan seringnya diadakan sosialisasi di

tempat yang resmi (Kantor Camat dan Aula PPI Sebatik) maupun
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sosialisasi langsung di lapangan saat pengurusan dokumen Kelaikan
Operasi Kapal Perikanan, Hal lain yang juga menandakan sikap
positif dari para implementor adalah membangun hubungan
komunikasi yang baik melalui kunjungan ke rumah atau tempat usaha
dan memberikan pengarahan dan bimbingan langsung. Aktivitas yang
bersifat menjemput bola di lapangan ini tentu sangat berpengaruh

keberhasilan implementasi kebijakan yang diinginkan.

Kesediaan para implementor membangun komitmen bantuan
dalam menfasilitasi pengurusan izin perikanan ke kantor Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan maupun Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara juga amat memudahkan dan
membantu para pelaku usaha perikanan di lapangan. Kondisi
kekurangan persyaratan administrasi yang biasanya terjadi di lapangan
akan dengan mudah di atasi melalui sikap pelayanan/disposisi tersebut.
Sikap seperti ini merupakan insentif dalam pelayanan, hal ini sesuai

dengan Winarno (2014 : 197) yang menyatakan bahwa :

“Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan
faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para
pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan
tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan
besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang
diinginkan oleh para pembuat keputusan awal”.
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4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering
bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan
birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam
organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.
Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk
menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang
bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika
struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu
kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan

menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur
birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji
implementasi kebijakan, hal ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan
yakni “Apakah struktur organisasi yang dimiliki, apakah telah mampu
melaksanakan pelayanan Implementasi Laik Operasi Kapal Perikanan
?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul
09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi

Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“sudah mampu..... tetapi perlu lebih ditingkatkan status struktur
kantor dari Pos PSDKP menjadi Stasiun PSDKP”.
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Hasil wawancara pada pertanyaan selanjutnya mengenai
“Apakah struktur organisasi yang berstatus Pos (Non Eselon) sudah
cukup berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Laik Operasi
Kapal Perikanan ?”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21
April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan

bahwa :

“Belum cukup.....dan perlu dinaikkan statusnya”.

Sedangkan hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22
April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku

syabandar perikanan menyatakan bahwa :

“Belum cukup, perlu dinaikkan status menjadi Satker PSDKP”.

Pada pertanyaan selanjutnya “Apakah permasalahan di lapangan
selalu dapat diselesaikan tanpa harus koordinasi ke instansi induk 77,
melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul
09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi

Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Tidak, harus dikoordinasikan ke Pangkalan PSDKP Indonesia
Timur di Bitung”.
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Melalui hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016
Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang selanjutnya
Ile Bungan, S.St.Pi selaku staf lapangan Pos SDKP  Sebatik,

mengatakan bahwa :

“Tetap harus dikoordinasikan bila ada masalah di lapangan”.

Sedangkan hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22
April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku

syabandar perikanan menyatakan bahwa :

“Setiap permasalahan selalu dikoordinasikan instansi induk,
sehingga dapat petunjuk lebih lanjut”.

Beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai “Organisasi
setingkat apakah seharusnya yang memadai dalam melaksanakan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perbatasan,
khususnya dalam mengimplementasikan Laik Operasi Kapal Perikanan
?7”, melalui wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul
09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi

Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Setingkat Stasiun PSDKP”.

Hasil wawancara Hari Jumat Tanggal 22 April 2016 Pukul 14.00

Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang Ile Bungan, S.St.Pi
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selaku staf lapangan Pos SDKP mengungkapkan perbedaan

pendapatnya dengan mengatakan bahwa :

“Struktur organisasi setingkat Satker PSDKP sudah cukup”.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai “Ungkapkan salah satu
kasus yang menandakan ketidakmampuan/ kekurangan kewenangan
tugas yang dapat mempengaruhi langsung Implementasi Laik Operasi
Kapal Perikanan di wilayah perbatasan ?”, melalui wawancara pada
Hari Kamis Tanggal 21 April 2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP
Sebatik Desa Sei Pancang menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala

Pos PSDKP mengatakan bahwa :

“Penempatan isi di SIKPI/Kapal Pengangkut lkan yang
mencantumkan tujuan Tawau-Malaysia”.

Jawaban serupa yang diungkapkan oleh Ile Bungan, S.St.Pi
selaku staf lapangan Pos SDKP melalui wawancara Hari Jumat

Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa

Sei Pancang mengatakan bahwa

“Kasus Laik Operasi Kapal Perikanan yang tidak bisa
dikeluarkan kepada kapal perikanan yang ke Tawau Malaysia
karena tidak memiliki izin”.

Sementara hasil wawancara pada Hari yang sama Tanggal 22

April 2016 Pukul 16.00 Wita di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
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Sebatik Desa Sei Pancang menurut Bernadus Payong, S.St.Pi selaku

syabandar perikanan mengatakan hal serupa bahwa :

“Pangkalan Tawau-Malaysia yang tidak tertuang dalam SIPI dan
SIKPI”.

Hasil wawancara selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 21 April
2016 Pukul 09.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa Sei Pancang
mengenai “Kewenangan dalam bidang apakah yang seharusnya bisa
diberikan dalam meningkatkan Implementasi Laik Operasi Kapal
Perikanan ?”, menurut Robi Junanto, S.St.Pi selaku kepala Pos PSDKP

mengatakan bahwa :

“Kewenangan dalam proses hukum....... karena tidak ada PPNS
Perikanan”.

Selanjutnya diungkapkan oleh Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi
selaku staf lapangan Pos SDKP melalui wawancara Hari Jumat
Tanggal, 22 April 2016 Pukul 14.00 Wita di Pos PSDKP Sebatik Desa

Sei Pancang mengatakan bahwa :

“Kewenangan yang diberikan dari segi perizinan khususnya
wilayah perbatasan”.

Beberapa jawaban di atas menggambarkan bahwa struktur
organisasi masih perlu ditingkatkan statusnya karena berimbas terhadap
keberhasilan tugas. Tingkat organisasi yang dibutuhkan minimal Kantor

Satuan Kerja PSDKP, karena dengan status tersebut juga meningkatkan
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kewenangan bertindak di lapangan dan tentunya dukungan sumber daya

manusia, anggaran, sarana dan prasarana juga dapat ditingkatkan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu di
tangani secara optimal agar tidak adanya pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab, salah satu yang
menjadi faktor pendukung kegiatan pengawasan pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan adalah struktur birokrasi yang memadai.

Hasil dari proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti
menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah struktur

birokrasi.

Struktur birokrasi Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) Sebatik hanya setingkat Pos yang dipimpin oleh
Koordinator (Non Eselon). Kondisi demikian berakibat terbatasnya
kewenangan, ukuran badan pelaksana dan dukungan sumber daya yang
minim. Kewenangan yang terbatas berakibat pengambilan keputusan
di lapangan biasanya menunggu arahan dari instansi induk, khusus

untuk masalah-masalah tertentu.

Struktur birokrasi yang hanya berupa Pos Pengawasan berakibat
ukuran badan pelaksana tersebut kecil dari segi struktural sehingga

alokasi sumber daya yang disiapkan juga terbatas. Pada gilirannya
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juga amat menentukan alokasi sumber daya manusia, anggaran
operasional serta sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard
Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Untuk mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur
operasional yang standar (Standard Operasional Procedures atau
SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap
implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga
harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang
terlalu panjang dan berbelit-belit, serta tentunya untuk memudahkan

pengawasan.

Hal ini dijelaskan oleh Winarno (2014 : 207) dengan pernyataan
sebagai berikut :

“Kurangnya  sumber-sumber  yang  diperlukan  untuk
melaksanakan  kebijakan-kebijakan  dengan  semestinya
membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-
ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk
menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap
keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan
pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan
keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan
sumber-sumber yang ada.  Sekali prosedur-prosedur biasa
ditetapkan, maka akan cenderung tetap berlaku. Hal ini akan
menguntungkan para pelaksana kebijakan karena kondisi seperti
ini ditambah keinginan untuk memperoleh stabilitas dan
kurangnya konflik serta biaya yang tinggi dalam
mengembangkan SOP telah mendorong pelestarian status quo”.
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Struktur birokrasi setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos
Pengawasan (Non Eselon) hanya mampu menjalankan Standar
Operasional Prosedur (SOP) secara terbatas yang ditetapkan
berdasarkan ukuran alokasi sumber-sumber daya dari atas. Standar
Operasional Prosedur (SOP) yaitu Permen KP NO.45 Tahun 2014
hanyalah perangkat hukum yang belum memadai kewenangan dan tidak
fleksibel di lapangan. Hanya memuat ukuran prosedur kerja dasar. Hal
ini sesuai dengan penyataan Winarno (2014 : 207) yang menyatakan

bahwa :

“Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan

memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari

aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah
prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating

Procedures, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam

menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam

organisasi-organisasi publik dan swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para implementor, struktur
organisasi yang dibutuhkan minimal Unit Pelaksana Teknis setingkat
Satuan Kerja (Satker) yang dipimpin oleh pejabat Eselon IV a, karena
dibutuhkan level koordinasi dengan aparatur yang terkait di wilayah

kerja yang melingkupi beberapa kecamatan di Pulau Sebatik.

Kerja sama baik itu dengan pihak berwajib dan intansi yang
berwewenang di bidang kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk
menjaga pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan agar

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kerja sama antar
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instansi ini juga dapat membangun hubungan yang lebih baik lagi
mengingat konflik yang rentang akibat kejahatan Illegal, Unported and
Unregulated (IUU) Fishing sangat rawan terjadi dan berhubungan
dengan masalah sosial ekonomi dan budaya local. Kondisi tersebut
tidak bisa dipecahkan dengan mengandalkan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang ada, karena tidak mengatur sampai sejauh itu.

Struktur birokrasi yang memadai akan mewadahi dan
menimbulkan koordinasi yang intens dan bersifat kekeluargaan sesuai
dengan budaya lokal tanpa harus melanggar aturan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pegangan.

Penerapan Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks
menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi
tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini
akan menghambat proses implementasi. Dalam pelaksanaan tugas,
selalu kerjasama antar instansi terkait tersebut yang dapat membantu
komunikasi untuk meningkatkan efektivitas Laik Operasi Kapal

Perikanan.

Wewenang pada umumnya harus bersifat formal agar perintah
dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas
atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan

yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka
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kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga

dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Struktur Birokrasi yang memadai cukup memungkinkan
tindakan hukum secara mandiri, semisal penanganan tindak pidana
perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing. Penangkapan sampai
dengan proses hukum di Pengadilan akan dapat dilakukan secara
mandiri bila struktur organisasi minimal setingkat Satuan Kerja (Satker)
Eselon IV a, karena memiliki sumber daya manusia yang cukup yaitu
Polisi Khusus (Polsus) untuk menangkap pelaku kejahatan perikanan
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses hukum sampai

pengadilan.

Kondisi yang juga menghambat implementasi kebijakan laik
operasi kapal perikanan yang berhubungan struktur birokrasi adalah
adanya fragmentasi dalam kekuasaan/kewenangan. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan para implementor adalah kewenangan dalam bidang
penerbitan izin dan penentuan pangkalan muat/singgah kapal,
keharusan koordinasi ke instansi induk dan koordinasi dengan instansi

lain harus mempertimbangkan level birokrasi.

Fragmentasi dalam bidang penerbitan izin yang diperlukan
sebuah kapal perikanan untuk melengkapi persyaratan administrasi
yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut untuk

memperoleh dokumen Laik Operasi Kapal Perikanan tersebar di
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beberapa instansi mulai dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan
(untuk Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan), Kantor Satuan
Otoritas Pelabuhan/KSOP ( Pas Besar Kapal dan Sertifikat
Kesempurnaan), Kementerian/Dinas  Kelautan dan  Perikanan
Provinsi/Kabupaten (Surat Izin Usaha Perikanan/SIUP dan Surat Izin
Penangkapan/Pengangkutan Ikan/SIPI/SIKPI) dan masih banyak

dokumen lainnya.

Hal ini sesuai pendapat dari Winarno (2014 : 209) yang

menyatakan bahwa :

“Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam
pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung
jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara
beberapa organisasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-
pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.”.

Pada umumnya, fragmentasi yang terjadi akan mengakibatkan
semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau
kebijakan. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang
merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Otoritas penentu
yang cukup kuat dalam implementasi kebijakan amat diperlukan karena
terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang

berbeda-beda.
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Resiko dari fragmentasi ini dapat terjadi. Sesuai dengan

pernyataan Winarno (2014 : 209) bahwa :

“Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi
adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat
karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda,
mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi
dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan
sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang
kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk
oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya,
semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil”.

Kondisi ini akan dapat mempengaruhi secara langsung faktor-
faktor yang lain dalam mendukung/menghambat implementasi yang
dimaksud yaitu : faktor komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan

(Disposisi) dan struktur birokrasi itu sendiri.

Melihat dari pembahasan satu-persatu faktor yang menentukan
keberhasilan/menghambat Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Wilayah Sebatik dapat disimpulkan saling terkait dan saling
mempengaruhi diantara 4 (empat) faktor yang telah dibahas

sebelumnya.

Pengaruhi yang terbesar adalah faktor komunikasi dan disposisi
pelaksana untuk dapat mengurangi dampak kekurangan sumber-sumber
daya dan rendahnya struktur birokrasi. Kekurangan sumber-sumber

daya diatasi dengan mengoptimalkan informasi melalui komunikasi
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yang intens di darat. Semcntara rcndahnya struktur birokrasi adalah
dimaksimalkan dengan meningkatkan koordinasi langsung maupun

tidak langsung dengan bantuan birokrasi induk.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di lapangan dan pembahasan, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal
Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja
Sebatik Kabupaten Nunukan telah dilakukan secara optimal
melalui komunikasi dan disposisi Implementor yang baik
dengan dukungan kemampuan sumber daya (SDM, Sarana
Prasarana, Anggaran Operasional) yang terbatas serta struktur
birokrasi yang rendah.

2. Sumber daya yang terbatas serta struktur birokrasi yang rendah
tersebut merupakan faktor penghambat/pembatas, sedangkan
komunikasi dan disposisi adalah faktor yang sangat mendukung
dalam Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan

tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti dapat

memberikan/mengajukan saran, yaitu :
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1. Sehubungan wilayah Kabupaten Nunukan yang memiliki
sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dan didukung
dengan perairan laut yang luas namun berbatasan langsung
dengan Malaysia yang kerap menyebabkan adanya Illegal,
Unported and Unregulated (IUU) Fishing oleh sebab itu
Implementasi Kebijakan Laik Operasi Perikanan oleh UPT
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah
Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan masih perlu dimaksimalkan.

2. Melihat kondisi dilapangan, maka faktor penghambat/pembatas
perlu ditangani melalui adanya peningkatan terhadap kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
pengawas, dana operasional dan peningkatan struktur birokrasi
agar dapat meningkatkan kinerja dalam tugas untuk
mengimplementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan

tersebut.
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PEDOMAN WAWANCARA

oleh :

Jamaluddin

NIM 500647412

Judul :

Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan

Oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(Studi di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja

Sebatik Kabupaten Nunukan)

Daftar Pertanyaan

1. Komunikasi

No. Pertanyaan Informan yang Mendapat
Pertanyaan

1. | Pernakah ada sosialisasi, Nelayan/Pengangkut Ikan
himbauan, edaran tentang Implementor
kewajiban dan teknis penerapan Instansi Terkait
Laik Operasi Kapal Perikanan ?

2. | Sejauh mana pemahaman Nelayan/Pengangkut Ikan
anda/stake holder dari kegiatan Instansi Terkait
sosialisasi maupun penjelasan di
lapangan  dalam  kemudahan
mengurus Laik Operasi Kapal
Perikanan

3. | Apakah saudara memahami Nelayan/Pengangkut lkan
konsekuensi Kapal Perikanan Implementor
yang tidak dilengkapi dengan Instansi Terkait
Laik Operasi Kapal Perikanan ?
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Apakah nelayan dan pengangkut
ikan juga memahami kegunaan
bagi pemerintah dalam ketertiban
memperoleh  dokumen  Laik
Operasi Kapal Perikanan ?

Apa komunikasi dengan nelayan
dan pengangkut ikan terjalin baik
mengenai implementasi, kendala
dan tantangannya ?

Nelayan/Pengangkut Ikan
Implementor
Instansi Terkait

Apakah setiap ada
ketidakberhasilan = pengambilan
Laik Operasi Kapal Perikanan
selalu dikomunikasikan penyebab
dan kendala di lapangan kepada
Pos PSDKP Sebatik ? Seperti apa
bentuk komunikasinya ?

Nelayan/Pengangkut Tkan
Implementor

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

No.

Pertanyaan

Informan yang Mendapat
Pertanyaan

1.

SDM dalam melaksanakan tugas
apakah telah mencukupi, baik
secara kuantitas maupun kualitas
? Dalam hal peningkatan
kuantitas dan kualitas SDM,
perlukah dilakukan dan apakah
berpengaruh signifikan terhadap
implementasi Laik Operasi Kapal
Perikanan ? Tolong jelaskan
untuk setiap peningkatan
kuantitas dan kualitas SDM
apakah hubungannya secara
langsung dengan implementasi
Laik Operasi Kapal Perikanan ?

Implementor
Instansi Terkait
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No. Pertanyaan Informan yang Mendapat
Pertanyaan

1. | Anggaran operasional apakah Implementor
mencukupi, bila belum Instansi Terkait
mengcukupi untuk meningkatkan
Implementasi Laik Operasi Kapal
Perikanan, tolong dijelaskan
hubungannya secara langsung ?

2. | Apakah sudah sebanding gaji, Implementor
tunjangan dan honorarium dengan Instansi Terkait
resiko petugas dalam
mengimplementasikan Laik
Operasi Kapal Perikanan?

¢. Sarana dan Prasarana

No. Pertanyaan Informan yang Mendapat
Pertanyaan

1. | Sarana dan prasarana yang Nelayan/Pengangkut Ikan
digunakan dalam melaksanakan Implementor
tugas apakah telah dapat Instansi Terkait
memperlancar Implementasi Laik
Operasi Kapal Perikanan ?

Jelaskan hubungannya secara
langsung dalam Implementasi
Laik Operasi Kapal Perikanan ?

2. | Memadaikah prasarana tersebut Implementor
bila dihubungkan dengan Instansi Terkait
keselamatan petugas pengawas
perikanan ? Jelaskan
hubungannya secara langsung
dalam implementasi Laik Operasi
Kapal Perikanan ?

3. | Perlukah perlengkapan keamanan Implementor
untuk keselamatan petugas di Instansi Terkait
lapangan ? Apakah sangat
mendukung dalam pelaksanaan
tugas ?
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3. Disposisi

No. Pertanyaan Informan yang Mendapat
Pertanyaan

1. | Seringkah membangun komitmen Implementor
dengan para nelayan dan Instansi Terkait
pengangkut ikan bila mendapat
permasalahan di lapangan ?

2. | Untuk menilai tingkat kepuasan Implementor
pelayanan Laik Operasi Kapal Instansi Terkait
Perikanan, tehnik apakah yang
ditempuh ?

3. | Dalam implementasi Laik Implementor
Operasi Kapal Perikanan, Instansi Terkait
perlukah ketegasan ? atau
kebijakan yang menyesuaikan
kondisi stake holder ?

4. | Implementasi Laik Operasi Kapal Implementor
Perikanan, apakah konsistensi Instansi Terkait
persyaratan teknis dan
administrasi tidak boleh dikurangi
o

5. | Pernakah ada laporan yang Implementor
bernuansa bahwa pengawas Instansi Terkait
dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan selera pribadi ?

4. Struktur Birokrasi
No. Pertanyaan ' Informan yang Mendapat
Pertanyaan

1. | Apakah struktur organisasi yang Implementor
dimiliki, apakah telah mampu Instansi Terkait
melaksanakan pelayanan
Implementasi Laik Operasi Kapal
Perikanan ?

2. | Apakah struktur organisasi yang Implementor
berstatus Pos (Non Eselon) sudah Instansi Terkait
cukup berpengaruh dalam
keberhasilan Implementasi Laik
Operasi Kapal Perikanan ?
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3. | Apakah permasalahan di Implementor
lapangan selalu dapat Instansi Terkait
diselesaikan tanpa harus
koordinasi ke instansi induk ?

4. | Organisasi setingkat apakah Implementor
seharusnya yang memadai dalam Instansi Terkait

melaksanakan pengawasan
sumber daya kelautan dan
perikanan wilayah perbatasan,
khususnya dalam
mengimplementasikan Laik
Operasi Kapal Perikanan ?

5. | Ungkapkan salah satu kasus yang Implementor
menandakan ketidakmampuan/ Instansi Terkait
kekurangan kewenangan tugas
yang dapat mempengaruhi
langsung Implementasi Laik
Operasi Kapal Perikanan di
wilayah perbatasan ?

6. | Kewenangan dalam bidang Implementor
apakah yang seharusnya bisa Instansi Terkait
diberikan dalam meningkatkan
Implementasi Laik Operasi Kapal
Perikanan ?
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Lampiran 2. Maktriks Tanskrip Wawancara

Matriks Tanskrip Wawancara

oleh :

Jamaluddin
NIM 500647412

Judul :

Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan

Oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(Studi di Perbatasan Indcnesia-Malaysia Wilayah Kerja
Sebatik Kabupaten Nunukan)

A. Identitas Informan

I

Nama

Pekerjaan

Alamat

Nama Kapal

Pangkalan

Pangkalan Muat/Singgah
Nomor SIPI

Status Informan

Waktu Wawancara

Tempat Wawancara

Nama

Pekerjaan

Alamat

Nama Kapal

Pangkalan

Pangkalan Muat Singgah
Nomor SIKPI

Status Informan

Waktu Wawancara
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H. Wahidin

Nelayan

Juata Laut, Tarakan

KMN Hendra Hidayat

Tarakan

Sebatik
523.3DKP-111/029/S1P1/2015

Stake Holder (Pendamping)

Jumat, 22 Juli 2016, Pukul 09.00
Wita

Pos PSDKP Sebatik Desa Sei
Pancang

Abdul Rahim

Pengusaha Pengangkut Jkan

Sei Nyamuk, Sebatik

KMN Salwa 1

Sebatik

Nunukan, Tarakan
523.3DKP-I11/064/SIKP1/2015
Stake Holder (Pendamping)

Jumat, 22 Juli 2016, Pukul 15.00
Wita
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Iv.

Tempat Wawancara

Nama

Pekerjaan/Jabatan
Alamat

Pangkat/Gol.Ruang
Status Informan
Waktu Wawancara

Tempat Wawancara

Nama

Pekerjaan/Jabatan
Alamat
Pangkat/Gol.Ruang
Status Informan
Waktu Wawancara

Tempat Wawancara

Nama

Pekerjaan/Jabatan
Alamat
Pangkat/Gol.Ruang
Status Informan
Waktu Wawancara

Tempat Wawancara

B. Hasil wawancara

1 6@861.pdf

Pos PSDKP Sebatik Desa Sei
Pancang
Robi Junanto, S.St.Pi

Koordinator Pos PSDKP Sebatik
Sei Pancang, Sebatik

Penata Muda Tk I/ III B
Implementor (Utama)

Jumat , 22 April 2016 Pukul 14.00
Wita

Pos PSDKP Desa Sei Pancang

Ignasius Ile Bungan, S.St.Pi

Staf Pos PSDKP Sebatik

Sei Pancang, Sebatik

Penata Muda Tk I/ III B
Implementor (pendamping)

Jumat , 22 April 2016 Pukul 10.00
Wita

Pos PSDKP Desa Sei Pancang

Bernadus Payong, S.St.Pi

Syahbandar

Sei Pancang, Sebatik

Penata Muda Tk I/ IIT B

Petugas Instansi terkait

Sabtu , 23 April 2016 Pukul 08.30
Wita

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Sebatik

Matriks hasil wawancara setiap informen untuk setiap faktor

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

berdasarkan teori Edward 111, yaitu :
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Pertanyaan

nforman

Jawaban

Pernakah
sosialisasi, himbauan,
edaran tentang
kewajiban dan teknis
penerapan Laik
Operasi Kapal
Perikanan ?

ada

I

Pernah, setiap kapal singgah
untuk pengambilan/pengurusan
Laik Operasi Kapal Perikanan
selalu dijelaskan secara langsung
apabila ada kekurangan
persyaratan Kapal kami, juga
sering diundang ke pertemuan-
pertemuan resmi di kantor
Camat maupun sosialisasi di PPI
Sebatik, namun hanya sekali-
kali dapat dihadiri

I

Sering dilaksanakan Sosialisasi
dan diadakan lagi bila dipandang
perlu, soalnya setiap pengurusan
Laik Operasi Kapal Perikanan,
Kami pihak pengawas selalu
menjelaskan ulang persyaratan
administrasi dan teknis bila
dokumen yang mereka bawa
kurang lengkap

Pernah dilakukan di Sebatik
tepatnya di Kantor Kecamatan
Sebatik dan Ruang Pertemuan
PPI Sebatik

Sejauh mana
pemahaman anda/stake
holder dari kegiatan
sosialisasi maupun
penjelasan di lapangan
dalam kemudahan
mengurus Laik Operasi
Kapal Perikanan

Biasanya kami belum begitu
paham terhadap materi
sosialisasi, namun kami sering
meminta penjelasan langsung,
dan  dibimbing  bagaimana
caranya agar bisa mendapat
dokumen tersebut

IV

Pemahaman yang diberikan
ialah bahwa laik operasi bagi
kapal penangkap dan
pengangkut ikan wajib dimiliki
atau wajib ada di atas kapal,
prosedurnya dapat ditanyakan
langsung pada pengawas atau
langsung ke Pos PSDKP Sebatik

Apakah saudara

memahami

Sangat paham dan diperlukan,
karena tanpa kelengkapan itu,
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konsekuensi Kapal
Perikanan yang tidak
dilengkapi dengan Laik
Operasi Kapal
Perikanan ?

tidak dapat beroperasi mencari
nafkah, bila tertangkap dapat
dipersulit, bahkan terancam
penjara dan kerugian besar bila
tertangkap karena kapal beserta
isinya disita oleh negara.

I

lya. Karena kapal wajib
memiliki  Kelaikan  Operasi
Kapal Perikanan diteruskan SPB
dari  kesyahbandaran sesuai
dengan Permenhub 86 Tahun
2015. Perbuatan mengabaikan
dokumen tersebut masuk dalam
kategori pelanggaran
administratif dan dapat
ditingkatkan ke tingkat
pelanggaran pidanan

Paham tidak terbitnya Kelaikan
Operasi  Kapal Perikanan
dikarenakan dokumen yang di
atas kapal tidak lengkap, hal ini
bisa  berakibat  pelanggaran
pidana perikanan

Apakah nelayan dan
pengangkut ikan juga
memahami kegunaan
bagi pemerintah dalam
ketertiban memperoleh
dokumen Laik Operasi
Kapal Perikanan ?

Apa komunikasi
dengan nelayan dan
pengangkut ikan
terjalin baik mengenai
implementasi, kendala
dan tantangannya ?

Sangat paham dan diperlukan,
karena tanpa kelengkapan itu,
tidak ada data kami di
pemerintah dan menyulitkan
mendapat rekomendasi
pengurusan  izin  perikanan
lainnya. Perizinan sebelumnya
adalah syarat untuk Laik Operasi
Kapal Perikanan

M1

Iya. Karena demi ketertiban
perijinan dan pendataan
produksi perikanan diwajibkan
kapal perikanan secara laik
operasional

\Y%

Sangat paham karena Kelaikan
Operasi Kapal Perikanan
merupakan salah satu syarat
untuk mengambil SPB

11

Sangat baik, karena prosedur,
persyaratan dan konsekuensi
hukum sesuai dengan Permen
KP No.45 Tahun 2014
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v Komunikasi sangat baik
terhadap nelayan dan
pengangkut ikan

\Y Nelayan dan kapal pengangkut
ikan sangat berkaitan dan
terjalin erat di Sebatik karena
saling membutuhkan satu sama
lain

5. | Apakah setiap ada I Biasanya Kami dibantu dalam
ketidakberhasilan memahami dan mengurus jenis-
pengambilan Laik jenis perizinan perikanan yang
Operasi Kapal diperlukan, yang penting rajin
Perikanan selalu menghubungi dan minta bantuan
dikomunikasikan apabila ada kendala di Dinas
penyebab dan kendala atau hal yang tidak dipahami
di lapangan kepada Pos I Iya. Dokumen yang tidak
PSDKP  Sebatik ? lengkap maka nakhoda
Seperti apa bentuk diperintahkan melengkapi
komunikasinya ? persyaratan  perijinan  kapal

perikanan sesuai perundang-
undang yang berlaku, bahkan
bisa difasilitasi ke Dinas
Kelautan dan Perikanan
mengenai solusi kendala dalam
mengurus  perizinan  yang
diperlukan

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

No. Pertanyaan Informan Jawaban

1. | SDM dalam I Masih kekurangan SDM, baik
melaksanakan tugas kualitas maupun kuantitasnya.
apakah telah SDM merupakan faktor penentu
mencukupi, baik secara dalam kualitas pelayanan
kuantitas maupun
kualitas ? Dalam hal v Untuk SDM belum cukup secara
peningkatan kuantitas kuantitas, demikian juga kualitas
dan kualitas SDM, SDM masih perlu ditambah
perlukah dilakukan dan secara pengetahuan dan
apakah berpengaruh pelatihannya
signifikan terhadap -

111 Perlunya penambahan personil

implementasi Laik

dan pelatihan teknis tentang
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Operasi Kapal
Perikanan ? Tolong
jelaskan untuk setiap
peningkatan kuantitas
dan kualitas SDM
apakah hubungannya
secara langsung
dengan implementasi
Laik Operasi Kapal
Perikanan ?

aturan perikanan yang berlaku
dan studi banding pelayanan,
karena sangat signifikan
mempengaruhi kontinuitas
pelayanan dokumen Laik
Operasi Kapal Perikanan.
Kualitas SDM yang diperlukan
adalah Pengawas yang berstatus
Penyidik dan Polisi Khusus
(Polsus) Perikanan, Kualifikasi
Polsus selama ini baru satu
orang, yaitu saya sendiri dan
Penyidik Perikanan belum ada.
Kuantitas pun masih jauh dari
kata cukup, karena petugas
pelayanan dokumen masih
merangkap tugas jaga maupun
motoris

IV Perlu, contohnya dilakukan
pelatihan pemasangan VMS
(Vessel Monitoring System)
karena ini salah satu syarat
untuk menerbitkan Laik Operasi
Kapal Perikanan
2. Anggaran Operasional
No. Pertanyaan Informan Jawaban
1. | Anggaran operasional 111 Belum, BBM yang tidak ada

apakah mencukupi, bila dan fasilitas Speed Boat yang

belum mengcukupi sangat tidak memadai

untuk meningkatkan

Implementasi Laik 1A% Berkaitan dengan anggaran

Operasi Kapal operasional sangat terbatas

Perikanan, tolong sehingga dalam menerapkan

dijelaskan Laik Operasi Kapal Perikanan

hubungannya secara masih mengalami kendala

langsung ? terutama Bahan Bakar Minyak
untuk operasional Speed Boat
untuk menggiring Kapal

Perikanan yang lewat agar
singgah mengurus Laik Operasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka




13861 P

Kapal Perikanan

\Y% Belum mencukupi,
keterbatasan anggaran tidak
dapat dilakukan operasi/razia di
laut

2. | Apakah sudah 11 Belum, karena resiko pekerjaan
sebanding gaji, berkaitan nyawa
tunjangan dan
honorarium dengan v Belum karena resiko pekeljaan
resiko petugas dalam sangat beresiko dalam
mengimplementasikan keselamatan pengawas
Laik Operasi Kapal perikanan
Perikanan? -

\% Belum sebanding dengan tugas
yang diberikan berkaitan
dengan hak saat melakukan
tugas di lapangan

3. Sarana dan Prasarana
No. Pertanyaan Informan Jawaban

1. | Sarana dan prasarana I Masih sangat terbatas dalam
yang digunakan dalam segi sarana dan prasarana, speed
melaksanakan tugas boat mereka amat kecil dan
apakah telah dapat membahayakan petugas, untuk
memperlancar merapat/sandar ke kapal kami
Implementasi Laik amat sulit bila cuaca di laut
Operasi Kapal sedikit bergelombang.
Perikanan ? Jelaskan Jembatan Pos PSDKP dan PPI
hubungannya secara Sebatik hanya bisa disinggahi
langsung dalam jika air laut pasang besar.
Implementasi Laik Untuk keperluan sandar dalam
Operasi Kapal melaporkan aktifitas kami
Perikanan ? biasanya menunggu berjam-

Jam, sangat menyita waktu kami
I Tidak memadai, dalam

implementasi kebijakan laik
operasi kapal perikanan sangat
diperlukan sarana speed boat
yang memadai dari segi ukuran
dan kecepatan, karena hal ini
sangat menentukan dalam
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menjangkau para pelaku usaha
perikanan yang berada di laut
untuk dapat digiring singgah di
Pos, senjata juga amat
diperlukan sebagai sarana
pengamanan bagi petugas.
Prasarana yang juga belum
memadai, karena Pelabuhan
Sandar untuk tempat cek fisik
kapal hanya dapat dilakukan
bila air sedang pasang, bila
surut kapal tidak dapat sandar

v Prasarana yang ada belum
cukup memadai, sangat perlu
ditingkatkan

\Y Belum memadai sarana di laut
dan darat yang ada saat ini

2. | Memadaikah prasarana I lya.....sangat berhubungan
tersebut bila dengan keselamatan personil
dihubungkan dengan dalam melakukan pengawasan
keselamatan petugas untuk mengecek kelengkapan
pengawas perikanan ? kapal-kapal perikanan
Jelaskan hubungannya 14" Masih kurang memadai bila
secara langsung dalam dihubungkan dengan
implementasi Laik keselamatan petugas
Operasi Kapal
Perikanan ?

3. | Perlukah perlengkapan 111 Perlu...... dalam melakukan giat
keamanan untuk patrol dibutuhkan senjata demi
keselamatan petugas di keselamatan
lapangan ? Apakah v Sangat perlu demi keselamatan
sangat mendukung petugas
dalam pelaksanaan \Y Perlu, demi keselamatan
tugas ? petugas di lapangan, dilengkapi

dengan senjata, dan alat
keamanan lainnya
c. Disposisi
No. Pertanyaan Informan Jawaban
1. | Seringkah membangun 111 Sering, melalui pertemuan-

komitmen dengan para

pertemuan dengan asosiasi

nelayan dan nelayan, melalui pembuatan
pengangkut ikan bila surat pernyataan bila belum
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Operasi Kapal
Perikanan, apakah
konsistensi persyaratan
teknis dan administrasi
tidak boleh dikurangi ?

| mendapat berhasil mengurus dokumen

permasalahan di dan menfasilitasi pengurusan

lapangan ? perijinan (dokumen tidak
lengkap)

v Sering demi

mengimplementasikan Laik
Operasi Kapal Perikanan di
lapangan terkadang
mengunjungi alamat yang
bersangkutan dan menanyakan
kendala mereka, pada intinya
mereka menyenangi komitmen
kami untuk membantu supaya
tertib hukum

Untuk menilai tingkat 1 Ramah dan komunikasi yang

kepuasan pelayanan baik

Laik Operasi Kapal AY Melakukan tanya jawab dengan

Perikanan, tehnik nelayan tentang penerbitan Laik

apakah yang ditempuh Operasi Kapal Perikanan

? A% Tehnik pendekatan secara
langsung atau sosialisasi dengan
memberikan selebaran surat
tentang persyaratan penerbitan
Laik Operasi Kapal Perikanan

Dalam implementasi 111 Perlu sebagai syok terapi demi

Laik Operasi Kapal mewujudkan perijinan yang

Perikanan, perlukah baik dan produksi yang terdata,

ketegasan ? atau namun kami biasanya

kebijakan yang membangun komitmen untuk

menyesuaikan kondisi jangka waktu yang dapat

stake holder ? diberikan untuk melengkapi
dokumen perijinan yang
diperlukan

Implementasi Laik I Pada dasarnya tidak bisa,

karena yang mengatur
penerbitan Laik Operasi Kapal
Perikanan sesuai dengan
Permen KP No.45 Tahun 2014,
untuk mengatasi hal tersebut
biasanya kami membimbing
langsung, mengarahkan dan
menfasilitasi ke Dinas
pengurusan kelengkapan
administrasi perikanan, setelah
lengkap baru dapat diberi
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dokumen Laik Operasi Kapal
Perikanan

\Y% Tidak boleh dikurangi, karena
persyaratan sudah mutlak sesuai
dengan aturan yang berlaku

5. | Pernakah ada laporan III lya, karena ada segelintir pihak
yang bernuansa bahwa tidak bertanggung jawab yang
pengawas dalam tidak suka dengan tertib aturan
melaksanakan tugas yang berlaku, karena
sesuai dengan selera menginginkan situasi yang
pribadi ? dapat menguntungkan secara

pribadi
d. Struktur Birokrasi
No. Pertanyaan Informan Jawaban

1. | Apakah struktur II sudah mampu..... tetapi perlu
organisasi yang lebih ditingkatkan status
dimiliki, apakah telah struktur kantor dari Pos PSDKP
mampu melaksanakan menjadi Stasiun PSDKP
pelayanan
Implementasi Laik
Operasi Kapal
Perikanan ?

2. | Apakah struktur I11 Belum cukup.....dan perlu
organisasi yang dinaikkan statusnya
berstatus Pos (Non \Y% Belum cukup, perlu dinaikkan
Eselon) sudah cukup status menjadi Satker PSDKP
berpengaruh dalam
keberhasilan
Implementasi Laik
Operasi Kapal
Perikanan ?

3. | Apakah permasalahan I Tidak, harus dikoordinasikan
di lapangan selalu ke Pangkalan PSDKP Indonesia
dapat diselesaikan Timur di Bitung
tanpa harus koordinasi v Tetap harus dikoordinasikan
ke instansi induk ? bila ada masalah di lapangan

\Y% Setiap permasalahan selalu
dikoordinasikan instansi induk,
sehingga dapat petunjuk lebih
lanjut

4. | Organisasi setingkat 11 Setingkat Stasiun PSDKP
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apakah seharusnya IV Struktur organisasi setingkat

yang memadai dalam Satker PSDKP sudah cukup

melaksanakan

pengawasan sumber

daya kelautan dan

perikanan wilayah

perbatasan, khususnya

dalam

mengimplementasikan

Laik Operasi Kapal

Perikanan ?

Ungkapkan salah satu 111 Penempatan isi di SIKPI/Kapal

kasus yang Pengangkut Ikan yang

menandakan mencantumkan tujuan Tawau-

ketidakmampuan/ Malaysia

kekurangan v Kasus Laik Operasi Kapal

kewenangan tugas yang Perikanan yang tidak bisa

dapat mempengaruhi dikeluarkan kepada kapal

langsung Implementasi perikanan yang ke Tawau

Laik Operasi Kapal Malaysia karena tidak memiliki

Perikanan di wilayah izin

perbatasan ? \% Pangkalan Tawau-Malaysia
yang tidak tertuang dalam SIPI
dan SIKPI

Kewenangan dalam 11 Kewenangan dalam proses

bidang apakah yang hukum....... karena tidak ada

seharusnya bisa PPNS Perikanan

diberikan dalam v Kewenangan yang diberikan

meningkatkan dari segi perizinan khususnya

Implementasi Laik wilayah perbatasan

Operasi Kapal

Perikanan ?
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